
WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR '{ TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang
Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6977);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor l,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Nomor 55);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Ler::baran
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor
62, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan
WALI KOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
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tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2
APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp775.255.432.303,00
(tujuh ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta
empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah) bertambah
sebesar Rp33.998.939.850,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus
sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu
delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi
Rp809.254.372.153,00 (delapan ratus sembilan milyar dua ratus lima
puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh tiga
rupiah) terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

l. semula sebesar Rp726.1O7.543.916,00 (tujuh ratus dua puluh
enam milyar seratus tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu
sembilan ratus enam belas rupiah);

2. bertambah sebesar Rp7.465.615.9L2,OO (tujuh milyar empat ratus
enam puluh lima juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus
dua belas rupiah); dan

3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar
Rp733.573.159.828,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar lima
ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu
delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

b. Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp767.755.432.303,00 (tujuh ratus enam puluh

tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga
puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah);

2. bertambah sebesar Rp33.998.939.850,00 (tiga puluh tiga milyar
sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga
puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan

3. jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar
Rp801.754.372.153,00 (delapan ratus satu milyar tujuh ratus lima
puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima
puluh tiga rupiah).

c. pembiayaan Daerah terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a) semula sebesar Rp49.147.888.387,00 (empat puluh sembilan
milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan
puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

b) bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam
milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga
ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan

c) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar
Rp75.6a1.212.325,00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus
delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua
puluh lima rupiah).

2. pengeluaran pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a) semula sebesar Rp7.500.000.000,00 (nol rupiah);
b) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
c) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar

Rp7.500.000.000,00 (nol rupiah).
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3. pembiayaan netto Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a) semula sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar

enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan
puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

b) bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam
milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga
ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan

c) jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar sebesar
Rp68.181.212.325,00 (enam puluh delapan milyar seratus
delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua
puluh lima rupiah).

Pasal 3
Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp 125.733.643.495,00 (seratus dua puluh lima
milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga
ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

2. bertambah sebesar Rp4.44O.437 .1 19,00 (empat milyar empat ratus
empat puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus
sembilan belas rupiah); dan

3. jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan sebesar sebesar
Rp 130.174.080.614,00 (seratus tiga puluh milyar seratus tujuh
puluh empat juta delapan puluh ribu enam ratus empat belas
rupiah).

b. pendapatan transfer dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp598.837.90O.421,OO (lima ratus sembilan puluh

delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus
ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

2. bertambah sebesar Rp3.025.178.793,OO (tiga milyar dua puluh lima
juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh
tiga rupiah); dan

3. jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar sebesar
Rp601.863.079.214,OO (enam ratus satu milyar delapan ratus
enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat
belas rupiah).

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rincian sebagai
berikut:
1 . semula sebesar Rp 1 .536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga

puluh enam juta rupiah);
2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
3. jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan

sebesar Rp1.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh
enam juta rupiah).

Pasal 4
(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a, terdiri atas:
a. pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp23.O77.762.541,00 (dua puluh tiga milyar
tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima
ratus empat puluh satu rupiah);

2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

l/
4



(21

3. jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar
Rp23.O77.762.541,00 (dua puluh tiga milyar tujuh puluh
tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat
puluh satu rupiah).

b. retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:
l.semula sebesar Rp83.508.749.111,00 (delapan puluh tiga

milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh
sembilan ribu seratus sebelas rupiah);

2. bertambah sebesar Rp3.993.746.862,OO (tiga milyar sembilan
ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam
ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah); dan

3. jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar sebesar
Rp87.502.495.973,00 (delapan puluh tujuh milyar lima ratus
dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga rupiah).

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan
rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
2. bertambah sebesar Rpl.381.453.735,00 (satu milyar tiga ratus

delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu
tujuh ratus tiga puluh lima rupiah); dan

3. jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah perubahan sebesar sebesar Rp I 2.38 1.453.735,00 (dua
belas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus
lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan rincian
sebagai berikut:
l. semula sebesar Rp8.147.131.843,00 (delapan milyar seratus

empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu delapan
ratus empat puluh tiga rupiah);

2. berkurang sebesar Rp935. 193.278,00 (sembilan ratus tiga
puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus
tujuh puluh delapan rupiah); dan

3. jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar
sebesar Rp7.212.368.365,00 (tujuh milyar dua ratus dua
belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam
puluh lima rupiah).

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b, terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat dengan rincian sebagai

berikut:
1. semula sebesar Rp561.316.498.000,00 (lima ratus enam puluh

satu milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan
puluh delapan ribu rupiah);

2. bertambah sebesar Rp10.025. 178.793,00 (sepuluh milyar dua
puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus
sembilan puluh tiga rupiah); dan

3. jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar
sebesar Rp571.341.676.793,00 (lima ratus tujuh puluh satu
milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh
puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

b. pendapatan transfer antar Daerah dengan rincian sebagai
berikut:
1. semula sebesar Rp37.521.402.421,OO (tiga puluh tujuh milyar

lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu empat
ratus dua puluh satu rupiah);
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2. berkurang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
dan

3. jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan
sebesar sebesar Rp30.521.402 .42l,OO (tiga puluh milyar lima
ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus
dua puluh satu rupiah).

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rincian sebagai
berikut:
a. pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rpl.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus
tiga puluh enam juta rupiah);

2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
3. jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sebesar

Rpl.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam
juta rupiah).

tf
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Pasal 5
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas:
a. belanja operasi dengan rincian sebagai berikut:

l. semula sebesar Rp7O3.743.47 5.590,00 (tujuh ratus tiga milyar
tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima
ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

2. bertambah sebesar Rp17.088.017.822,00 (tujuh belas milyar
delapan puluh delapan juta tujuh belas ribu delapan ratus dua
puluh dua rupiah); dan

3. jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar sebesar
Rp720.831.493.412,0O (tujuh ratus dua puluh milyar delapan
ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu
empat ratus dua belas rupiah).

b. belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp61.611.956.713,00 (enam puluh satu milyar

enam ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh
ratus tiga belas rupiah);

2. bertambah sebesar Rp18.083.273.028,00 (delapan belas milyar
delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh
delapan rupiah); dan

3. jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar sebesar
Rp79.695.229.741,OO (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus
sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh
ratus empat puluh satu rupiah).

c. belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta

rupiah);
2. berkurang sebesar Rpl.172.351.000,00 (satu milyar seratus tujuh

puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar sebesar

Rp1.227.649.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta
enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).



(1)
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Pasal 6
Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
terdiri atas:
a. belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp4O7.336.272.687,OO (empat ratus tujuh
milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh
dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

2.bertambah sebesar Rp3.764.886. 144,OO (tiga milyar tujuh
ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh
enam ribu seratus empat puluh empat rupiah); dan

3. jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar sebesar
Rp411.1O1.158.831,00 (empat ratus sebelas milyar seratus
satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga
puluh satu rupiah).

b. belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp263.939.000.840,00 (dua ratus enam puluh

tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan
ratus empat puluh rupiah);

2. bertambah sebesar Rp14.637.641.728,OO (empat belas milyar
enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh
satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah); dan

3. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar
sebesar Rp278.576.642.568,00 (dua ratus tujuh puluh
delapan milyar lima ratus tqjuh puluh enam juta enam ratus
empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

c. belanja hibah dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp29.159.2O2.063,00 (dua puluh sembilan

milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu
enam puluh tiga rupiah);

2. berkurang sebesar Rpl.296.317.250,00 (satu milyar dua ratus
sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua
ratus lima puluh rupiah); dan

3. jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar sebesar
Rp27.872.884.813,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus
tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu
delapan ratus tiga belas rupiah).

d. belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp3.309.000.000,00 (nol rupiah);
2. berkurang sebesar Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta

delapan ratus ribu rupiah); dan
3. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar

sebesar Rp3.280.807.200,00 (tiga milyar dua ratus delapan
puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
terdiri atas:
a. belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rpl.075.531.950,00 (satu milyar tujuh puluh
lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima
puluh rupiah);

2. berkurang sebesar Rp44.299.000,00 (empat puluh empat juta
dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan

3. jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar
sebesar Rpl.031.232.950,00 (satu milyar tiga puluh satu juta
dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh
rupiah).
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b. belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai
berikut:
1. semula sebesar Rp14.72O.705.495,00 (empat belas milyar

tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus
sembilan puluh lima rupiah);

2. bertambah sebesar Rp1O.557.429.607,OO (sepuluh milyar lima
ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan
ribu enam ratus tujuh rrpiah); dan

3. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
sebesar sebesar Rp25.278. 135. 102,00 (dua puluh lima milyar
dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima
ribu seratus dua rupiah).

c. belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai
berikut:
1. semula sebesar Rp17.784.980.738,00 (tujuh belas milyar tujuh

ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh
ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

2. bertambah sebesar Rp 1.583.508.451,00 (satu milyar lima
ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan ribu empat
ratus lima puluh satu rupiah); dan

3. jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah
perubahan sebesar sebesar Rp19.368.489.189,00 (sembilan
belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus
delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan
rupiah).

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dengan rincian sebagai
berikut:

1. semula sebesar Rp25.464.532.650,00 (dua puluh lima milyar
empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua
ribu enam ratus lima puluh rupiah);

2. bertambah sebesar Rp6.072.691.100,00 (enam milyar tujuh
puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus
rupiah); dan

3. jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah
perubahan sebesar Rp31.537.223.750,00 (tiga puluh satu
milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh
tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

e. belanja modal aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp2.562.205.880,00 (dua milyar lima ratus

enam puluh dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus
delapan puluh rupiah);

2. berkurang sebesar Rp86.057.130,00 (delapan puluh enam juta
lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah); dan

3. jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
sebesar sebesar Rp2.476.148.750,00 (dua milyar empat ratus
tujuh puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu
tujuh ratus lima puluh rupiah).

f. belanja modal aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp4.000.000,0O (empat juta rupiah);
2. bertambah Rp0,00 (nol rupiah); dan
3. jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(f 8



(3) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
c dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta

rupiah);
2. berkurang sebesar Rp1.172.351.000,00 (satu milyar seratus

tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar sebesar

Rpl.227 .649.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta
enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7
Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

l. semula sebesar Rp49.147.888.387,00 (empat puluh sembilan
mil)rar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh
delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

2. bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam milyar
lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu
sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan

3. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar
Rp75.681.212.325,00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan
puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima
rupiah).

b. pengeluaran pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta

rupiah);
2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
3. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar

Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah.
c. pembiayaan netto Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar
enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh
delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

2. bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam milyar
lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu
sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan

3. jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar sebesar
Rp68. 181.212.325,00 (enam puluh delapan milyar seratus delapan
puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima
rupiah).

Pasal 8
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan
rincian sebagai berikut:

l. semula sebesar Rp49.147.888.387,00 (empat puluh sembilan milyar
seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh
delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

2. bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam milyar
lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu
sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan

9
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3. jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah
perubahan sebesar sebesar Rp75.681.212.325,00 (tujuh puluh lima
milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu
tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan Daerah ini

(2\ Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan
dalam laporan realisasi anggaran Daerah tahun anggarat\ 2024.

(3) Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/ atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.
(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/ atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
a. lampiran I mencantumkan ringkasan perubahan APBD yang

diklasi{ikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

b. lampiran II mencantumkan ringkasan perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi.

c. lampiran III mencantumkan rincian perubahan APBD menurut
urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

d. lampiran IV mencantumkan rekapitulasi perubahan belanja
menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.

il
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e. lampiran V mencantumkan rekapitulasi perubahan Belanja Daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

f. lampiran VI mencantumkan rekapitulasi perubahan Belanja untuk
pemenuhan standar pelayanan minimal.

g. lampiran VII mencantumkan sinkronisasi program pada rencana
pembangunan jangka menengah Daerah dengan perubahan APBD.

h. lampiran VIII mencantumkan sinkronisasi program, kegiatan dan
sub kegiatan pada perubahan rencana kerja perangkat Daerah dan
perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan perubahan
APBD.

i. lampiran IX mencantumkan sinkronisasi program prioritas
nasional, prioritas provinsi dan program prioritas Daerah.

j. lampiran X mencantumkan daftar perubahan jumlah pegawai per
golongan dan per jabatan.

k. lampiran XI mencantumkan laporan keuangan pemerintah daerah
yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah.

l. lampiran XII mencantumkan Daftar Pinjaman Daerah.

Ketentuan mengenai
Peraturan Wali Kota.

Pasal 11
penjabaran perubahan APBD diatur dengan

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal L1 Oktober 2024
PJ. WALI KOTA PAYAKUMBUH,

/i
SU YITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal { oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR
NO.REG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI
SUMATERA BARAT:

tt
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I

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

UMUM
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urLlsan
Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan
Kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi
otorisasi, perencanaan pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilasasi.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk menyajikan
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan
informasi mengenai APBD.

II. PASALDEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 11

tf
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H
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

PJ WALI KOTA PAYAKUMBUH

URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/
BERTAMBAHSEBELUM (Rp} SESUDAH (Rp)

1 2 3 4

4 PENDAPATAN DAERAH

4.',| PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAD) 125.733.643.495,00 130.174.080.614,00 4.440.437.119,00

4.'1.01 Pajak Daerah 23.077.762.541 .O0 23.077.762.541,00 0,00

4.'t .02 83.508.749.1 1 1 ,00 87.502.495.973,00 3.993.746.862,00

4.1 03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Oipisahkan 1 1 .000.000.000,00 12.381 .453.735,00 L38r.453.735,00

4.1 .04 Lainlain PAD yang Sah 8.147.131.843,00 7.212.368.365.00 -934.763.478.00

4.2 PENOAPATAN TRANSFER 598.837.900.421,00 60't.863.079.214,00 3.025.178.793,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 56't.316.498.000.00 571 .341 .676.793,00 10.025.178.793.00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Oaerah 37.521.402.421,00 30.521 .402.421 .OO -7.000.000.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH 1.536.000.000,00 r.535.000.000,00

4.3.01 Pendapatan Hibah 1 .536.000.000,00 1 .536.000.000,00 0,00

Jumlah Pendapatan 726.107.543.915,00 733.573.159.828,00 7.465.6't 5.912,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 703.743.475.590,00 720.831.493.412,00 17.088.0't7.822,00

5.1.01 Belanja Pegawai 407 .336 .272 687 .40 411.10'1.158.831.00 3.764.886.144.00

5.1.02 Belania Barano dan Jasa 263.939.000.840,00 278.576.642.568.00 14.637.641.728.00

5.1.05 Belanja Hibah 29.1 59.202.063,00 27.872.88/..813,00 -1 .286.317.250.00

5.1.06 Belania Bantuan Sosial 3.309.000.000.00 3.280.807.200.00 -28.'r92.800,00

5.2 BELANJA MODAL 61 .611 .9s6.713,00 79.695.229.741,00 18.083.273.028,00

5.2.01 Belanja irodal Tanah 1 .075.531 .950,00 1 .031 .232.950,00 44.299.000.00

Belanja Modal Peralatan dan l,ilesin 14.720.705.495,00 25.278 135.102,00 10.557 429.607,00

5.2.03 Belania ModalGedunq dan Bangunan ,7.784.980.738,00 19.368.489.189.00 1 .583.508.451 ,00

5.2 04
Belanja ModalJalan, Jaringan, dan
lrioasi

25.464.532.650,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.562.205.880,00 2.476 .1 44.7 50 .O0 -86.057.130,00

5.2.06 Belania Modal Aset Lainnva 4.000.000.00 4.000.000,00 0,00

AELANJA TIDAK TERDUGA 2.400.000.000,00 1.227.649.000,00 1.172.351.000,00

5.3.0'l Belania Tidak Terduga 2.400.000.000,00 1 .227.649.000,00 -1 .'172.351 .000.00

Jumlah Belania 767.755.432.303,00 80'1.754.372.153,00 33.998.939.8s0,00

Total Surplus(Defisit) "41.647.888.387,00 -68.18't.2't 2.325,00 -26.533.323.938,00

PEMBIAYAAN OAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 49.147.888.387,00 75.681.212.325,00 26.533.323.938,00

6.1.01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya 49.147.888.387.00 75.681.212.325.00 26.533.323.938,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00

6.2.02 Penyertaan l\rodal Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00

Jumlah Penqeluaran Pembiayaan 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.500.000.000.00 7.500.000.000,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaa!] 7.500.000.000,00 7.s00.000.000,00 0,00

Pembiayaan Netto 41.647.888,387,00 68.18r.212.325,00 26.533.323.938,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Daerah Tahun Berkenaan {SILPA)

0,00 0,00 0,00

Jabatan

I

nggal

lPD-Rl dicetak

nmrrtI]rn'tra|
I

@
ftSUPRAYITNO

LAMPIRAN I :

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE

Retribusi Daerah

4.3 0,00

31 .537 .223.7 50 ,00 6.072.691 .100,00
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5.1 BELANJA OPERASI

5.1 .02 Belanja Barang dan Jasa 136.643.000,00 '136.743.000,00

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN
JUMLAH

DASAR HUKUM
SEBELUM SESUOAH

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIi,4AAN PEMBIAYAAN 49.'t47.888.387,00 75.681.212.325,00

6.1.01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya
49.147.888.387,00 75.681.212.325,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000.00

Kota Payakumbuh, 4 Oktober 2024

Pj Walikota

ts
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Kodo Uraian

Kelompok B€lanja

Oper.si Modal Tadak Terduga TransI6r

Sebelum Sesudah S€belum Sesudah Scbelum Sesudah Sobol Sesud
ah Sebelum S€sudah

8 10 2 Kebudayaan
2.338.634.000,

00
2.276.583.900,

00
66.810.550.00 74.860.550.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.444 .550.

00
2.351 .444 .450.

00

8 10 2 23 Perpustakaan 382.707.518,00 379.246.2U,00
3.513.967.000

.00
3.s13.967.000

,00
0,00 0,00 0,00 0.00 3.896.674.518,

00
3.893.213.234,

00

PERLINDUNGAN SOSIAL

I 11 1 06 Sosial
3.698.036.800,

00
4.049.249.850,

00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.898.036.800,

00
4.049.249.850,

00

11 2 OB
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

862.912.600.00
1.231.397.450,

00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 862.912.600,00 1 .231 .397 .450,

00

TOTAL
703.743.475.59

0,00
720.831 .,193.,11

2,00
61.611.956.71

3,00
79.695.229.71

1,00
2.400.000.00

0,00
1.227.6/-9.00

0,00 0,00 0,00 767.755.432.30
3,00

801.754.372.15
3,00

Kota Payakumbuh, 4 Oktober 2024

Pj Walikota
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KODE URAIAN RPJMo/RPD (Rp)
RANCANGAN APBD (Rp)

Sobelum Sesudah

1 3 4

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

2 1B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL

2 1B 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL

0,00 230.099.8s0,00 230.099.850,00

Kota Payakumbuh, 4 Oktober 2024

Pj Walikota

I

StPD-Rt : dicetak pada 2024-1044 16:02:19
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Kodo Uraian RKPD Porubahan PPAS Porubahan APBD Perubahan

8.01.0.00.0.00.02.0000 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlongkapan Kanlor 5.400.000.00 5.400.000,00 5.400.000.00

8.01.0.00.0.00.02.0000 8 01 01 2.O8 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.036.256,00 34.036.256,00 34.036.256,00

8.01.0.00.0.00.02.0000 8 01 01 2.O9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeaintahan Oaerah 54.800.000,00 54.800.000,00 54.800.000,00

I 01.0.00.0.00.02.0000 8 01 01 2.09 0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000.00

8.01.0.00.0.00.02.0000 8 01 01 2.09 0002
Peny€diaan Jasa Pemeliharaan, Biaya P€meliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Op€rasional atau Lapangan 30.800.000,00 30.800.000,00 30.800.000,00

791 .7 46.962.445,OO 794.989.397.357,00 801.754.372.153,00

Kola Payakumbuh, 4 Oktober 2024

Pj Walikota

/F,
YITNO
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I.AMPIRAN X : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 04TAHUN 2024
TANGGAI : 4 OKrOBER 2024

KOTA PAYAKUMBUH

OAFTAR JUMI,AH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

ESELON NON ESELON

It IV
TENAGA

FUNGSIONAL
STAF

JUMI-AHGOI-ONGAN/RUANG

3Golongan lv/e 3

1 0Golongan lv/d 1

23 1 86 1Golongan lv/c 111

3L 15 745 5Golongan lv/b LA7

52 76't 14Golongan lV/a 257

29 84 25 0 401 20UMTAH GOLONGAN IV 559

2t 165 5680 51Golongan lllld

3 to2 0 244 64Golongan lll/c

52 0 130 86Golongan lll/b 268

3 o 749 123Golongan lll/a 275

24 322 oJUMIAH GOLONGAN III t76t
46 73Golongan llld 119

4 57Golongan Il/c 61

4 17 21Golongan ll/b

1 t4Golongan llla 15

0 0 55 151JUMI-AH GOIONGAN II 215

5Golongan l/d

1Golongan l/c 1

0Golon8an l/b

0Golongan l/a

00 0 0 0 6JUMLAH GOTONGAN I 5

347 0 L5470 511 2542TOTAL

III E-

NO

I

80s

4L3

C 1091 324

5

23 108

t
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LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH

NOMOR: 04 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 OKIOBER 2024

KOTA PAYAKUMBUH

OAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

,umlah Pembayaran Tahun lumlah Sisa Pembayaran

Pokok
Piniaman

Daerah
Bunta

Pokok

Pinjaman
Daerah

Bunga

Tangtal/ Tahun

Perjanjian Piniman

/Oblirasi

Jumlah Piniaman/ Nilai
Nominalobligasi

langka Waktu
Piniaman (Tahun)

Persentase Bunta
Pinjaman

Tujuan PengSunaan

Piniaman

(Rp)

No. sumber Pinjaman oaerah
Dasar Hukum

Piniaman

/Obligasi
(Rp) (Rp) (np)

5 6 7 84 9 101 2 11 12
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